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Abstract 
 
Topic of this research is analysis of HDI’s impact, Local Government Expenditures 
and minimum wage of city/regency toward regional economic position. Moreover, 
this research determine several variables such as: (1) the effect of HDI toward the 
regional economy position, (2) the influence of local government expenditure toward 
the regional economy position, (3) the effect of City / Regional Minimum Wage 
toward position the regional economy position, and (4) the effect of HDI, 
government expenditure and City / Regency Minimum Wage toward the region's 
economy position. This research using descriptive statistical analysis tools that 
consists of Klassen’s Regional Typology Model,  LQ and Multinomial logit analysis 
model. By klassen’s typology, it is known each positions of region in East Java 
Province, where most of area are include to the fourth quadrant with most of basis 
sector is an agriculture.  
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Pendahuluan 
Pembangunan ekonomi suatu 
negara tidak dapat dipisahkan dari 
pembangunan perekonomian daerah 
(regional), dimana perekonomian 
daerah ini sendiri bertujuan untuk 
menciptakan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat yang ada di 
daerah (Arsyad: 2010). Akan tetapi 
kenyataan yang dihadapi bangsa 
Indonesia saat ini adalah 
kesenjangan ekonomi, akibat kurang 
meratanya penyebaran pelaksanaan 
pembangunan, yang telah 
menyebabkan kesenjangan per-
tumbuhan antar daerah, antara 
perkotaan dan perdesaan, antar 
kawasan seperti kawasan barat dan 
kawasan timur Indonesia, maupun 
antar golongan masyarakat. Realitas 
tersebut dapat kita lihat pada 
Propinsi Jawa Timur, di mana 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) antar wilayah terjadi 
kesenjangan. 
Jawa Timur merupakan salah 
satu provinsi dengan pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. Seperti yang 
telah kita ketahui bahwa 
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 
dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun 
terakhir sangat potensial dan 
cenderung lebih tinggi dibandingkan 
nasional. Sehingga dapat dipastikan 
bahwa Provinsi Jawa Timur 
mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam perekonomian 
nasional, hal ini tentunya tidak 
terlepas dari banyaknya potensi 
ekonomi yang dimiliki Provinsi Jawa 
Timur. 
Akan tetapi Pembangunan 
tidak selalu berjalan secara sistemik. 
Beberapa daerah mengalami per-
tumbuhan yang cepat, sedangkan 
daerah lain mengalami pertumbuhan 
yang lebih lambat. Pertumbuhan 
yang tidak merata dan distribusi 
pendapatan yang tidak berpihak pada 
kesejahteraan masyarakat merupakan 
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kondisi mayoritas pembangunan 
daerah di Jawa Timur. 
Dalam usaha mencapai tujuan 
pembangunan daerah, maka daerah 
harus mengenal potensi yang 
dimiliki dan memberdayakan 
berbagai sumber daya tersebut secara 
efektif dan efisien. Pembangunan 
yang di dasarkan pada pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber 
daya fisik potensial untuk 
menciptakan peluang pekerjaan dan 
menstimulasi aktivitas ekonomi baru 
berbasis lokal (Blakely:1994) 
sehingga pemerintah daerah dituntut 
untuk dapat menggali setiap potensi 
yang ada di wilayahnya, karena 
bagaimana pun melakukan 
pembangunan dengan sumber daya 
yang terbatas konsekuensinya harus 
difokuskan pada pembangun-an 
sektor–sektor yang memiliki 
keunggulan dari sektor  yang 
lainnya. 
Untuk ketimpangan antar 
wilayah sendiri akan terlihat nyata 
apabila dilakukan identifikasi posisi 
perekonomian melalui Tipologi 
Klassen (Kuncoro, 2001) yang 
membagi daerah berdasarkan dua 
indikator, yaitu pertumbuhan 
ekonomi daerah dan pendapatan 
perkapita daerah. Dengan 
menentukan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi sebagai sumbu vertikal dan 
rata-rata pendapatan perkapita 
sebagai sumbu horizontal, daerah 
yang diamati dapat dibagi menjadi 4 
klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju 
dan cepat tumbuh (high growth high 
income), daerah maju tapi tertekan 
(high income but low growht), 
daerah berkembang cepat (high 
growth but low income), dan daerah 
relatif tertinggal (low growth and low 
income) (Syafrizal, 1997, Kuncoro, 
1993, Hill, 1989). 
Dalam penelitian ini beberapa 
faktor yang akan di teliti dalam 
kemungkinan untuk mempengaruhi 
peluang posisi perekonomian suatu 
daerah adalah IPM, Pengeluaran 
Rutin Pemerintah Daerah, dan Upah 
Minimum Kabupaten/Kota sebagai 
variabel independen. 
Lisnawati (2007) menyebut-
kan bahwa “Dalam konteks 
pembangunan daerah Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
ditetapkan sebagai salah satu ukuran 
utama yang dicantumkan dalam Pola 
Dasar Pembangunan Daerah.” Hal 
ini menandakan bahwa IPM 
menduduki satu posisi penting dalam 
manajemen pembangunan daerah. 
Fungsi IPM dan indikator 
pembangunan manusia lainnya akan 
menjadi kunci bagi terlaksananya 
perencanaan dan pembangunan yang 
terarah. 
Menurut UU No. 6 Tahun 
1997 tentang APBN, pengeluaran 
rutin adalah semua pengeluaran 
negara untuk membiayai tugas-tugas 
umum pemerintahan dan 
pembangunan, baik pusat maupun 
daerah, serta untuk memenuhi 
kewajiban atas hutang dalam negeri 
dan luar negeri. Dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah, pengeluaran 
rutin pemerintah menjadi penting 
dalam rangka terlaksananya 
pembangunan yang berkesinambung-
an. 
Sedangkan UMK yang 
semakin tinggi merupakan salah satu 
hal yang mencerminkan keberhasilan 
pembangunan suatu daerah. Studi 
Waisgrais (2003) menemukan bahwa 
kebijakan upah minimum 
menghasilkan efek positif dalam hal 
mengurangi kesenjangan upah yang 
terjadi di pasar tenaga kerja. 
Kemudian studi Askenazy (2003) 
juga menunjukkan bahwa upah 
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minimum memberikan dampak 
positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
Dari latar belakang di atas, 
dapat disimpulkan bahwa penelitian 
ini akan menganalisis pengaruh IPM, 
Pengeluaran Rutin Pemerintah 
Daerah, dan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota terhadap peluang 
posisi perekonomian suatu daerah. 
 
Metode Penelitian 
Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah Posisi Pere-
konomian Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur sebagai variabel terikat (Y), 
IPM sebagai variabel bebas (X1), 
Penge-luaran Pemerintah Daerah 
(X2), dan UMK (X3) dengan studi 
populasi. 
Analisis pertama yang 
digunakan adalah tipologi klassen, 
dengan menentukan rata–rata 
pertumbuhan ekonomi sebagai 
sumbu vertikal dan rata–rata 
pendapatan perkapita pada sumbu 
horizontal daerah yang diamati dapat 
dibagi menajdi 4 klasifikasi, dengan 
kriteria sebagai berikut. 
Tabel 1. Tipologi Klassen 
 
         Model yang digunakan 
selanjutnya adalah model regresi 
logistik, multinomial, dengan 
spesifikasi model yang dimodifikasi 
dari model yang dipakai Kuncoro 
(2001) sebagai berikut. 
D4 = β0 + β1 IPM +  β2 PENG +  β3 
UMK................ 
 
Hasil Dan Pembahasan 
Kuadran 1 : Kabupaten Nganjuk, 
Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, 
Kota Mlang, Kota Probolinggo, Kota 
Madiun dan Kota Surabaya 
Kuadran II : Kabupaten 
Tulungagung, Kabupaten Malang, 
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Mojokerto, Kabupaten Ngawi, 
Kabupaten Tuban, Kabupaten 
Lamongan, Kota Mojokerto, Kota 
Batu 
Kuadran III : Kabupaten Ponorogo, 
Kabupaten Blitar, Kabupaten 
Sidoarjo, Kabupaten Jombnag, 
Kabupaten Magetan, Kabupaten 
Gresik, Kabupaten Bangkalan, 
Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar. 
Kuadran IV : Kabupaten Pacitan, 
Kabupaten Kediri, Kabupaten 
Lumajang, Kabupaten Jember, 
Kabupaten Situbondo, Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Madiun, Kabupaten 
Sampang, Kabupaten Pamekasan, 
Kabupaten Sumenep. 
Sebagian besar kabupaten di 
provinsi Jawa Timur berada di 
kuadran IV, hal ini mencerminkan 
tingkat kesenjangan pembangunan 
ekonomi di daerah Jawa Timur 
masih relatif tinggi. 
Sedangkan Persamaan model 
multinomial yang di dapat adalah : 
Ln (p1/p0) = 10.4044 + 2.31969 IPM 
+ 1.828837 PENG +    
1.90579 UMK  
  
Yi < Y Yi > Y 
ri > r 
high growth but low 
income  (Kuadran III ) 
high growth and high 
income (Kuadran I ) 
ri < r 
low growth and low 
income  (Kuadran IV ) 
high income but low 
growth (Kuadran II ) 
pendapatan 
perkapita 
Laju  Pertumbuhan 
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Ln (p2/p0) =  19.7671 + 1.38748 
IPM + 1.22562 PENG  + 
3.12788 UMK  
Ln (p3/p0) =  32.2391 + 2.41361 
IPM + 1.77969 PENG  + 
2.10824 UMK   
 
Model yang terdiri dari 
seluruh variabel dengan Likelihood 
ratio test signifikan secara statistik  
dimana sig 0,0000 < 0,05. Dengan 
demikian dapat diputuskan untuk 
menggunakan model lengkap dalam 
analisis ini. Kemudian pada hasil 
analisis di atas P-value untuk semua 
variabel independen pada model 1, 2, 
dan 3 adalah signifikan pada α = 5%. 
Hal ini mengindikasikan bahwa: 
Variabel IPM signifikan 
berpengaruh secara positif pada 
posisi daerah cepat maju dan tumbuh 
cepat. Sehingga setiap peningkatan 
pada IPM akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang posisi daerah 
menjadi cepat maju dan cepat 
tumbuh sebesar 10.17252 kali 
dibanding peluang menjadi daerah 
relatif tertinggal. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak 
dan H1 tidak ditolak. 
Variabel Pengeluaran Rutin 
Pemerintah Daerah signifikan ber-
pengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah cepat maju dan tumbuh 
cepat. Sehingga setiap peningkatan 
pada Pengeluaran rutin pemerintah 
daerah akan berpengaruh terhadap 
meningkat-nya peluang daerah 
menjadi cepat maju dan cepat 
tumbuh sebesar 6.22664 kali 
dibanding menjadi daerah relatif 
tertinggal. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H0 di tolak dan 
H1 tidak ditolak. 
Variabel UMK signifikan 
berpengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah cepat maju dan tumbuh 
cepat. Sehingga setiap peningkatan 
pada UMK akan berpengaruh 
terhadap meningkatnya peluang 
daerah menjadi cepat maju dan cepat 
tumbuh sebesar 6.724718 kali 
dibanding menjadi daerah relatif 
tertinggal. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H0 di tolak dan 
H1 tidak ditolak. 
Variabel IPM signifikan 
berpe-ngaruh secara positif pada 
posisi daerah maju tapi tertekan. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
IPM akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang daerah 
menjadi maju tapi tertekan sebesar 
4.00474 kali dibanding menjadi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
Variabel Pengeluaran Rutin 
Pemerintah Daerah signifikan ber-
pengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah maju tapi tertekan. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
Pengeluaran rutin pemerintah daerah 
akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang daerah 
menjadi maju tapi tertekan sebesar 
3.406277 kali dibanding menjadi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
Variabel UMK signifikan 
berpengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah maju tapi tertekan. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
UMK akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang daerah 
menjadi maju tapi tertekan  sebesar 
22.8255 kali dibanding menjadi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
Variabel IPM signifikan 
berpengaruh secara positif pada 
posisi daerah berkembang cepat. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
IPM akan berpengaruh terhadap 
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meningkatnya peluang daerah 
menjadi berkembang cepat sebesar 
11.17422 kali dibanding menjadi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
Variabel Pengeluaran Rutin 
Pemerintah Daerah signifikan 
berpengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah berkembang cepat. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
Pengeluaran rutin pemerintah daerah 
akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang daerah 
menjadi berkembang cepat sebesar 
5.92801 kali dibanding menjadi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
Variabel UMK signifikan 
berpengaruh secara positif terhadap 
posisi daerah berkembang cepat. 
Sehingga setiap peningkatan pada 
UMK akan berpengaruh terhadap 
meningkatnya peluang daerah 
menjadi berkembang cepat sebesar 
8.23373 kali dibanding menajdi 
daerah relatif tertinggal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
H0 di tolak dan H1 tidak ditolak. 
 
Strategi:  
Meningkatkan dan memantapkan 
fungsi dan peran ekonomi Daerah 
Cepat Maju dan Tumbuh Cepat 
dengan cara: Mengoptimalkan 
pengembangan daerah melalui 
peningkatan nilai ekonomis daerah, 
meningkatkan kinerja sektor 
unggulan melalui sarana dan 
prasarana pendukung proses 
produksi, meningkatkan kualitas dan 
kuantitas sumber daya manusia 
(SDM) baik sebagai tenaga ahli 
maupun tenaga pendukung, 
mempercepat  alih teknologi yang 
lebih efisien dan efektif., menjalin 
kerjasama dengan pihak investor, 
terkait pemberian kredit/modal 
usaha, meningkatkan kerjasama antar 
daerah untuk mengoptimalkan 
pertumbuhan daerah kabupaten/kota 
di Jawa Timur  
 
Strategi: 
Untuk daerah pad akuadran II 
dilakukan strategi dengan 
peningkatan sistem keterkaitan 
antara kantong-kantong produksi 
utama  dengan pusat pengolahan dan 
pemasaran sebagai inti pengembang-
an sektor pertanian dengan cara 
sebagai berikut: Memantapkan 
sentra-sentra produksi pertanian 
unggulan sebagai penunjang 
agribisnis dan agroindustri, 
mengembangkan sarana dan 
prasarana produksi pertanian ke 
pusat-pusat pemasaran sampai 
terbuka akses ke pasar eksport, 
memantapkan pengembangan 
pertanian yang terdiri dari lembaga 
tani dan lembaga keuangan. 
 
Strategi: 
Karena pada kuadran III 
sebagian daerah terpengaruh dengan 
transisi dari sektor pertanian ke 
industri sehingga menciptakan 
kesenjangan pendapatan yang 
bearkibat pada pendapatan perkapita 
yang rendah, maka strategi yang 
diusulkan adalah Mengembangkan 
industri yang mengo-lah hasil-hasil 
agro, mengatur kembali (deregulasi) 
ketentuan peraturan perundang-
undangan di daerah-daerah yang 
memiliki orientasi pengembangan 
industri, meningkatkan keterkaitan 
kegiatan pemanfaatan sumber daya 
dan/atau teknologi tinggi dengan 
kegiatan penunjang dan/atau 
turunannya. 
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Strategi : 
Pada daerah kuadran IV dengan 
mempercepat perkembangan dan 
kemajuan kawasan tertinggal dengan 
cara sebagai berikut: mengembang-
kan potensi kawasan atau sub sektor 
strategis yang dapat dikembangkan 
di kawasan tertinggal, menginputkan 
sub sektor strategis di kawasan 
tertinggal sebagai pemacu 
pertumbuhan wilayah, menyediakan 
infrastruktur strategis sebagai 
pemacu pertumbuhan wilayah, 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) baik sebagai tenaga 
ahli maupun tenaga pendukung, 
meningkatkan dukungan kebijakan 
melalui pemberian instrumen insentif 
berupa keringanan pajak, dan 
peningkatan program-program 
pembangunan strategis.  
 
 Kesimpulan Dan Saran 
Hasil analisis dalam 
penelitian ini menemukan bahwa 
posisi perekonomian masing–masing 
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Timur dapat di kategorikan 
dalam empat kuadran, dimana 
sebagian besar daerah kabupaten/ 
kota di provinsi Jawa Timur berada 
pada kuadran empat, yaitu daerah 
relatif tertinggal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketimpang-
an ekonomi daerah masih menjadi 
masalah besar dalam pembangunan 
ekonomi provinsi Jawa Timur 
(kuadran I, II, III, atau IV). 
Hasil analisis dalam 
penelitian ini menemukan bahwa 
IPM mempunyai pengaruh positif 
dalam menentukan peluang posisi 
daerah. Hal ini berarti setiap 
kenaikan pada IPM akan berakibat 
pada naiknya peluang suatu daerah 
untuk berada pada posisi 
perekonomian tertentu (kuadran I, II, 
III, atau IV). 
Pengeluaran pemerintah 
daerah dalam penelitian ini 
mempunyai pengaruh positif dalam 
menentukan peluang posisi daerah. 
Hal ini berarti setiap kenaikan pada 
Pengeluaran Pemerintah Daerah akan 
berakibat pada naiknya peluang 
suatu daerah untuk berada pada 
posisi perekonomian tertentu 
(kuadran I, II, III, atau IV). 
UMK mempunyai pengaruh 
positif dalam menentukan peluang 
posisi daerah. Hal ini berarti setiap 
kenaikan pada UMK akan berakibat 
pada naiknya peluang suatu daerah 
untuk berada pada posisi 
perekonomian tertentu (kuadran I, II, 
III, atau IV). 
IPM, Penegeluaran 
pemerintah daerah dan UMK 
mempunyai pengaruh positif dalam 
menentukan peluang suatu daerah. 
Hal ini berarti setiap kenaikan pada 
ketiga variabel tersebut akan 
berakibat pada naiknya peluang 
suatu daerah untuk berada pada 
posisi perekonomian tertentu 
(kuadran I, II, III, atau IV). 
Berdasarkan hasil penelitian 
maka dapat dikemukakan saran 
sebagai berikut. 
1. Untuk memacu perekonomian 
kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 
Timur, maka pemerintah daerah 
sebaiknya fokus pada sektor 
unggulan, terutama pada sektor 
dengan penyerapan tenaga kerja 
yang tinggi, dengan demikian 
akan meningkatkan sebagian 
besar kesejahteraan masyarakat, 
bukan hanya segelintir orang saja. 
2. Alokasi anggaran untuk sektor 
unggulan perlu ditingkatkan, 
mengingat sebagian besar belanja 
pemerintah masih digunakan 
untuk gaji pegawai.  
3. Untuk penyusunan Rencana 
Pembangunan Ekonomi sebaiknya 
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di dasarkan pada hasil analisis 
sektoral 
4. Perlu adanya pengawasan lebih 
dalam menerapkan kebijakan 
pemerintah daerah terkait bidang 
pendidikan dan kesehatan agar 
bisa lebih tepat sasaran dan 
merata sehingga benar–benar bisa 
membawa dampak pada 
meningkatnya kualitas SDM yang 
akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara luas. 
5. Perlu adanya perlindungan yang 
jelas terhadapap kebijakan UMK 
sehingga dapat melindungi 
kesejahteraan masyarakat daerah 
6. Terus meningkatkan infrastruktur 
(sarana dan prasarana) berbagai 
sektor di daerah guna 
mewujudkan struktur 
perekonomian yang dinamis, 
merata dan terus berkembang di 
masa depan 
7. Mewujudkan keterkaitan ekonomi 
antar sektor dan wilayah melalui 
pelaksanaan pembangunan 
ekonomi daerah dengan 
menggunakan pendekatan wilayah 
melalui pengembangan beberapa 
wilayah pembangunan. 
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